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ABSTRAK

PPAT sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting
di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum
melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta
otentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di
Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta
PPAT memberikan suatu pembuktian yang sempurna. Apabila terjadi
suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan
atau batal demi hukum. Pembatalan akta PPAT melalui putusan
pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian
Notaris/PPAT saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta
Notaris/PPAT juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para
pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan
adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah
satu pihak. Dalam suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta PPAT
tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahannya baik dari aspek
lahiriah, formal, dan materiil. Jika tidak dapat membuktikannya, maka
akta yang bersangkutan tetap sah mengikat bagi para pihak yang
berkepentingan atas akta tersebut. Jika akta tersebut dapat dibuktikan di
persidangan, maka ada salah satu aspek yang menyebabkan cacatnya
akta, sehingga akta tersebut dapat menjadi akta yang terdegradasi atau
akta di bawah tangan, bahkan menjadi batal demi hukum.
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ABSTRACT

PPAT as one public official has an important role in guaranteeing therule of
law, public order and the protection of the law through an authentic deed
made by and before him, the authentic act is strong evidence and if there is a
dispute in court unless it can be proven untruth his, so that the deed of PPAT
provide a perfect proof. In the event of any dispute to the deed, the
deedcan be canceled or null and void. Cancellation deed PPAT a court
ruling, not just because of the result of errors or omissions PPAT alone in a
deed. But the cancellation of the deed of PPAT can also be caused by errors
or omissions of the parties mutually engage in any such deed, so that with
the errors or omissions cause a strike of one of the parties. In a lawsuit
stating that the deed of PPAT invalid, the invalidity must be proven both
from the external, formal, and material. If you can not prove it, then the deed
in question is still valid binding for the parties concerned on the deed. If the
deed can be proven at trial, there is one aspect that led to his disability
certificate, so that the deed could be degraded deed or deed under the hand,
and even become null and void.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menerapkan peraturan hukum yang ketat guna
membenahi perbuatan rakyatnya untuk menjamin kepastian hukum seperti
dengan menciptakan Undang-Undang. Indonesia sendiri merupakan salah
satu Negara hukum (rechstaat). Dengan demikian, menunjukkan pemerintah
bertanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum dalam kehidupan
bersama. Prinsip Negara hukum menyokong kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum dimana ditekankan pada Ketepatan dan kesetaraan.
Dalam rangka mencapai ketiga hal tersebut, penting untuk memiliki alat
bukti yang secara konkrit menetapkan hak dan kewajiban individu menjadi
subjek hukum dalam masyarakat.*

Pemerintah lalu mencetuskan profesi hukum guna menyokong
masyarakat yang belum paham terkait alur dan sistematis hukum yang harus
dihadapi pada macam permasalahan, guna menimbulkan kesadaran bagi
rakyat dan berbagai pihak pada hukum. Macam-macam jenis pekerjaan
dalam ranah hukum biasa dijumpai, seperti notaris/pengacara/ PPAT.

Transaksi tanah merupakan kesepakatan dimana pemilik tanah

(penjual) berjanji untuk memberikan hak yang dimilikinya atas tanah tersebut

! Abdul Ghofar Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perpektif Hukum Dan Etika,
Cetakan Pertama,(Yogyakarta: Ull Press, 2009), him.13.



kepada pihak lain (pembeli). Pembeli setuju untuk membayar sejumlah uang
sesuai kesepakatan. Transaksi jual beli tanah dan bangunan sebaiknya
dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dicatat
dalam Akta Jual Beli (AJB) untuk memeriksa kejelasan dan keabsahan
transaksi tersebut.

PPAT merujuk kepada seorang pejabat publik yang memiliki tugas
guna menyusun akta otentik terkait dengan berbagai perbuatan hukum
tentang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Meskipun PPAT diakui
sebagai pejabat umum menurut hukum, regulasi mengenai status ini tidak
diatur secara langsung pada aturan, melainkan hanya dari Peraturan
Pemerintah.?

Seorang PPAT memiliki wewenang hukum guna memberikan layanan
ke rakyat dengan membuat akta otentik, artinya bukti yang sangat kuat dalam
urusan hukum tentang pertanahan. Tugas hukum PPAT ini melibatkan
perjanjian dalam pemindahan hak atas tanah atau menyerahkan hak baru atas
tanah, dan ini semestinya diresmikan melalui pembuatan akta di depan
seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).® Penjualan dan pemberian
hibah ialah tindakan hukum yang melibatkan transfer kepemilikan tanah
kepada pihak lain secara permanen. Penjualan tanah adalah proses di mana
penjual mentransfer kepemilikan tanah kepada pembeli dan menerima

pembayaran sebagai gantinya. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal

% Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat
Akta,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), him. 61

% Husni Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh , (Yogyakarta: Laksbang
Pressindo, 2011), him. 46.



28 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, yang
menyebutkan bahwa kepemilikan tanah dan hak penggunaan bangunan dapat
dipindahkan dan diserahkan kepada pihak lain.*

Dengan adanya PPAT ini sangat vital di kalangan rakyat. Hal ini
disebabkan, PPAT menjaminkan hukum ke masyarakat terkait penyusunan
akta otentik dan Diperlukan dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk
dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Guna menyusun akta otentik ini,
maka jasa dari PPAT sangat vital, Agar dokumen asli tersebut bisa diberikan
kepada semua pihak yang terlibat serta memberikan kepastian hukum,
dokumen tersebut ialah catatan yang secara sadar diciptakan agar menjadi
bukti dalam kejadian tertentu dan telah ditandatangani. Sebaliknya,
berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata, dokumen otentik dianggap sebagai
bukti primer karena pada urusan perdata seringkali orang secara sengaja
menyusun bukti tertulis untuk digunakan dalam penyelesaian perselisihan.
Pembuktian melalui tulisan bisa dilakukan melalui dokumen otentik atau
tulisan tangan.”

Dari catatan tertulis tersebut, terdapat penggalan yang penting guna
pembuktian, yaitu akta. Akta ialah dokumen yang diciptakan agar menjadi
bukti dari suatu peristiwa dan telah disahkan dengan ditandatangi secara
memadai. Aturan terkait akta juga sudah tercantum dalam Pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata:

“Pengertian akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang

*Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, suatau telaah dari sudut pandang praktisi
hukum, (Jakarta:Rajawali, 1994), him. 13.
°R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), him. 48.



ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”®

Akta PPAT ialah Salah satu sumber informasi untuk menjaga data,
sebab itu perlu dibuat dengan cermat agar bisa menjadi landasan yang kokoh
untuk mendaftarkan transfer dan beban hak yang terkait. Penyusunan akta
olen PPAT tidak boleh dilakukan secara seenaknya, termasuk dalam hal
bentuk, konten, maupun tata prosedur penyusunan. Dokumen yang disusun
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan kesepakatan yang
mengikat semua pihak yang terlibat sebagai pembuatnya. Agar sah, harus
memenuhi persyaratan yang searah dengan isi dari Pasal 1320 KUH Perdata
yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Salah satu persyaratannya adalah
syarat subjektif yang berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti
kesepakatan dan kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum.
Ketentuan lainnya ialah ketentuan objektif yang berhubungan dengan
perjanjian itu sendiri atau objeknya, termasuk adanya sesuatu yang khusus
dan alasan yang tidak dilarang.’

PPAT ialah pejabat publik yang memainkan peran penting dalam
menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan
menggunakan akta otentik yang dibuat olehnya. Akta otentik ini memiliki
kekuatan bukti yang kuat, sehingga dalam perselisihan di pengadilan, akta

yang dibuat oleh PPAT dapat memberikan bukti yang lengkap kepada semua

®Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menanganoi Gugatan Perdata, (Bandung:CV.
Citra Aditya Bakti, 2002), him. 157.

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjitrosudibio cetakan ke 39, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2008,) Pasal 1868.



pihak yang terlibat, kecuali jika dapat dibuktikan tidak sah. Pasal 1870 KUH
Perdata menyatakan hal ini. Namun, jika terjadi perselisihan terhadap akta
tersebut, pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkannya atau
menyatakan akta tersebut batal demi hukum. Pembatalan akta PPAT tidak
hanya disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPAT dalam pembuatannya,
Namun, kesalahan atau kelalaian dapat berasal dari seluruh pihak yang
tercantum pada akta terkait, yang mungkin menyebabkan salah satu pihak
mengajukan gugatan. Dalam proses perdata, terkadang PPAT diperankan
sebagai turut tergugat secara paksa, sebab perannya pada penyusunan akta
notariil Kkhususnya Partij Acte, dapat digunakan sebagai bukti dalam
persidangan perdata. Meskipun PPAT tidak ikut serta dalam tindakan hukum
yang tercantum dalam akta notariil, keterlibatannya dibatasi oleh Undang-
Undang, hanya berkontribusi dalam perumusan tindakan hukum seluruh
pihak di dalam akta, serta mengesahkannya. Dipaksa menjadi turut tergugat
adalah upaya untuk mendapatkan informasi tentang akta yang digunakan
sebagai bukti dalam proses peradilan.®

Pada suatu gugatan, akta PPAT diragukan keabsahannya, pembuktian
harus dilakukan. Baik dari aspek lahiriah, formal hingga materiil. Apabila
nihil, selanjutnya akta terkait tetap berlaku untuk mengikat para pihak yang
memiliki kepentingan dalam akta terkait.’

Apabila dalam persidangan bisa ditunjukkan bahwa terdapat salah

®Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Jilid 1 Hukum Tanah Nasional,
(Jakarta:Djambatan,2010), him. 507.

°Djoko Sukisno, Pengambilan Fotocopy Minuta dan Pemanggilan , (Mimbar Hukum
Vol.20 nomor 1), 2008, him. 52.



satu faktor yang membuat akta mengalami kecacatan, maka akta terakit akan
terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1870 KUH
Perdata tentang kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sebuah
akta otentik yang mengikat berarti hakim wajib mempercayainya selama
kebenaran yang dipertanyakan tidak dapat dibuktikan, dan tujuan dari
"sempurna” adalah sudah dianggap cukup sebagai bukti tanpa perlu bukti
tambahan.

Berdasarkan ex officio, Hakim umumnya tidak memiliki kewenangan
untuk membatalkan akta PPAT secara langsung jika tidak diminta
pembatalannya, karena prinsipnya hakim hanya boleh membuat keputusan
atas permintaan yang diajukan. Namun, jika ada permintaan pembatalan dari
pihak terkait, hakim dapat memutuskan untuk membatalkan akta otentik
tersebut, asalkan ada bukti yang mendukung pembatalan tersebut. Mengenai
isi akta, seorang PPAT semata-mata bertugas untuk menulis apa saja yang
disepakati oleh para pihak yang terlibat dan tidak memiliki kewajiban untuk
memverifikasi kebenaran materiil dari isi akta tersebut.

Berlandaskan penakrifan diatas, pada proposal thesis yang penulis
susun akan membahas terkait dampak hukum apabila Pengadilan melakukan
pembatalan terhadap akta PPAT. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah
yang muncul berkaitan dengan pembatalan akta-akta yakni kesalahan atau
kelalaian dari PPAT maupun berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam
pembuatan akta tersebut. PPAT sebagai pejabat umum yang memiliki

wewenang untuk menyusun akta otentik, memiliki beberapa tugas yang telah



diatur dalam peraturan-perundang-undangan.®

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
97/Pdt.G/2015/PN.YK, Pembatalan akta jual beli ini disebabkan oleh
tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh PPAT, yang mengakibatkan
kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akta otentik tersebut. Putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Yk mengenai
pembatalan akta jual beli tersebut disebabkan oleh tindakan pemalsuan tanda
tangan oleh PPAT yang membuat akta tersebut. Salah satu pihak tidak
bersikap kooperatif dalam proses penerbitan sertifikat jual beli, sehingga
PPAT melakukan pemalsuan tanda tangan para pihak. Akibatnya, pengadilan
mengeluarkan putusan pembatalan akta jual beli tersebut demi keadilan
hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tertuang bahwa PPAT melaksanakan
sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah dengan tugas pembuatan akta
otentik sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagai dasar guna
pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh
perbuatan hukum itu di daerah kerjanya yang ditentukan oleh pemerintah
(kompetensi absolute) yakni kabupaten atau kota satu region dengan regional

kerja Kantor Pertanahan.

%Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta;Liberty, 1998),
him. 126.



Tetapi dalam kasus ini untuk mempermudah proses diterbitkannya
AJB justru PPAT malah memalsukan tanda tangan para pihak, tentunya
perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturamn Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebuah
akta otentik ialah dokumen yang disusun sesuai dengan format yang diatur
oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki
kewenangan akan hal tersebut, di mana akta tersebut dibuat. Arti dari
»dengan dibuat oleh” ialah Dokumen yang disusun oleh seorang pejabat
publik yang secara sah merekam suatu perbuatan atau tindakan atausuatu
Dokumen yang mencatat kejadian atau peristiwa yang diamati langsung oleh
pejabat umum saat menjalankan tugasnya, jenis akta ini wajar disebut
sebagai Akta Berita Acara (relaas akte) atau Akta Pejabat (ambtelijke akte).
Sedangkan, pengertian ,,dihadapan™ yakni akta dibuat atas perintah dari
pihak-pihak yang isinya berasal dari pernyataan, keterangan, suatu mengenai
hak dan kewajiban hingga persyaratan yang diinginkan oleh pihak-pihak
terkait. Selanjutnya dikonstantir ke dalam suatu akta otentik oleh pejabat
umum, umumnya akta seperti ini dikatakan sebagai Akta Para Pihak (partij
akte). Hal ini menjadi alasan peneliti tertarik meneliti proses penyelesaian
dan tanggungjawab PPAT terhadap akta jual beli yang mendapatkan
pembatalan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
97/Pdt.G/2015/PN.Yk.

Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian pada kasus tersebut

diatas adalah bahwasanya PPAT mempunyai kewenangan yang diaturoleh



undang-undang yaitu membuat akta otentik sesuai dengan kehendak para
pihak tetapi dalam putusan kasus tersebut akta yang dibuat oleh PPAT
dibatalkan oleh pengadilan maka dari itu peneliti melakukan penelitian
terhadap akibat hukum dari akta tersebut dan juga bagaimana bentuk
tanggungjawab PPAT selaku pejabat yang berwenang.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana akibat hukum bagi PPAT pada akta jual beli yang dibuat
secara melawan hukum ?
2. Bagaimana tanggung jawab PPAT pada akta yang dibatalkan oleh
Pengadilan ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi PPAT terhadap akta - akta yang
dibatalkan oleh pengadilan
2. Untuk memahami bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap akta-

akta yang dibatalkan oleh pengadilan



D. Orisinalitas Penelitian

Guna menjaga orisinalitas dari penulisan ini, penulis sudah mencari
dan menganalisa beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Pembatalan
Akta Jual Beli Yang Disebabkan Oleh Pemalsuan Tandatangan”. Penelitian
ini berkaitan dengan akibat hukum terhadap akta yang dibatalkan oleh
pengadilan, yaitu akta yang disusun oleh PPAT yang kewenangannya
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berikut adalah hasil
penelitian-penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian oleh Desny Iskasari, membahas tentang
“Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Putusan
Pengadilan”., Tahun 2012, Naskah Publikasi Program Studi llmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fokus penelitian tersebut adalah
terhadap pembatalan akta Metode pendekatan. Metode penelitian yang
diaplikasikan ialah pendekatan normatif sosiologis, suatu pendekatan yang
mempertimbangkan perspektif hukum terhadap peristiwa yang terjadi dalam
masyarakat, dengan tujuan untuk menghubungkannya dengan ketentuan
hukum yang berlaku saat ini, seperti halnya pembatalan akta PPAT yang
diputuskan di Pengadilan Tinggi Semarang. Kedua, Penelitian oleh Zuliana
Maro Batubara, yang membahas terkait “Analisis Yuridis Terhadap
Pembatalan Akta (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”, tahun 2011,
Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara

Medan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif dengan
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pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, lebih banyak memakai
sumber hukum primer dan sekunder. Karakteristiknya bersifat deskriptif
analitis. Proses analisis data melibatkan pengumpulan data primer dan
sekunder, diikuti dengan evaluasi dan analisis kualitatif untuk mendiskusikan
masalah yang mendasarkan pada peraturan perundangan dengan pendekatan
deduktif.

Detail dari analisis disajikan secara kualitatif dengan menggunakan
penafsiran dan penalaran hukum, dengan tujuan memberikan gambaran baru
atau memperkuat gambaran yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah,
menghasilkan kesimpulan, dan memberikan saran yang bermanfaat. Faktor-
faktor yang menyebabkan pembatalan suatu akta menurut keputusan
pengadilan adalah karena tidak terpenuhinya persyaratan materiil dan formal
dalam akta tersebut, seperti persyaratan subjektif dan objektif perjanjian yang
diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika sebuah akta memiliki cacat hukum, maka dapat dilakukan
penolakan sebagai bukti dalam proses peradilan. Jika seseorang terbukti
melanggar hukum secara pidana, mereka dapat dikenai hukuman pidana, dan
akta tersebut bisa dinyatakan batal dalam proses peradilan perdata di
pengadilan. Selain itu, jika ada kesalahan yang terbukti dalam persidangan
perdata, pihak yang bersalah biasanya harus memberikan ganti rugi, biaya,
atau bunga kepada pihak yang dirugikan. Putusan pengadilan negeri memiliki
kekuatan hukum tetap, yang menyatakan sebuah akta batal atau tidak

memiliki kekuatan hukum, dapat diajukan untuk dibatalkan melalui gugatan
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ke Pengadilan Tata Usaha Negara selaras dengan persyaratan yang diatur
dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Penelitian oleh Cikita Hirlany Adella, yang berjudul “Pembatalan
Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak (Studi
Kasus Putusan Nomor 17/PDT.G/2012/PT.TK), tahun 2021, Tesis Program
Studi llmu Hukum Universitas Mataram. Penelitian tersebut menggunakan
jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal berdasarkan
Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang disebutkan bahwa PPAT
telah melanggar pasal 39 ayal (1) huruf a PP No 24 Tahun 1997 tahun yang
intinya menyebutkan PPAT diharuskan tidak menyetujui untuk membuat
Akta tanah yang telah terdaftar tidak disampaikan sertifikat aslinya” Dampak
hukum dari pembatalan penjualan tanah oleh Pengadilan Tinggi Tanjung
Karang terhadap akta tanah ini adalah bahwa Pengadilan menerima
permohonan banding dan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Sugih.
Pengadilan menyatakan bahwa penjualan tanah tersebut batal dan
menghukum pihak tergugat terbanding untuk menyerahkan atau
mengosongkan tanah dan bangunan tanpa syarat kepada pihak penggugat
atau pihak yang mengajukan banding.
E. Kerangka Teoritik
1. Teori Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Kata perjanjian ialah alih bahasa dari kata overeenkomst yang
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awalnya merupakan bahasa Belanda atau contract yang bersumber
dari bahasa Inggris. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata
yang menyatakan “Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih.”!

Pasal ini menyederhanakan interpretasi mengenai konsep
perjanjian yang melibatkan dua pihak yang saling berkomitmen.
Meskipun tafsiran tersebut tidak begitu komprehensif, namun dengan
pemahaman ini, sudah dapat dipahami bahwa dalam perjanjian
tersebut terdapat satu pihak yang berkomitmen kepada pihak
lainnya.*?.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan sebuah perjanjian
mestinya mencakup berbagai elemen, seperti: Kehadiran pihak-pihak
yang terlibat, minimal 2 orang. Para pihak ini bertindak atas subjek
perjanjian. Subjek bisa seperti individu atau entitas hukum. Jika
pihak-pihak tergolong berdasarkan individu, maka mereka harus
dewasa dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi.

1) Terdapat tujuan yang akan dicapai
Sebuah perjanjian harus memiliki tujuan spesifik yang

ingin dicapai, baik yang ditetapkan oleh 1 (satu) pihak maupun

15alim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan ke-2, (Jakarta:Sinar
Grafika, 2003), him.160.

2Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Yogyakarta: Pustaka Y ustitia, 2004), him.
24,
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2)

3)

lebih. Pihak - pihak yang terikutserta dalam perjanjian tersebut
diikat oleh ketentuan bahwa tujuan tersebut harus sesuai dengan
hukum, moral, dan tatanan sosial yang berlaku.
Terdapat prestasi yang harus dilaksanakan

Dalam suatu perjanjian, setiap pihak memiliki hak dan
kewajiban yang berlawanan. Apabila suatu pihak memiliki
kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka hal tersebut akan
menjadi hak bagi pihak lainnya, dan sebaliknya.
Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat diwujudkan baik secara lisan
maupun tertulis. Pada perjanjian, harus ada ketentuan-ketentuan
tertentu mengenai isinya. Ini disebabkan oleh ketentuan Pasal
1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “suatu perjanjian
atau persetujuan yang sah ialah mengikat sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya, dan agar suatu perjanjian bisa
dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah adalah bilamana
perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu”.

Dari unsur-unsur tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa
sebuah perjanjian yang disepakati oleh para pihak menghasilkan
kewajiban atau prestasi, di mana satu pihak diwajibkan untuk
melakukan prestasi tertentu sedangkan pihak lainnya memiliki
hak atas prestasi tersebut.

Perjanjian tidak terbatas oleh format tertentu, bisa disusun
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dengan lisan atau tertulis. Perjanjian yang dibuat dengan tertulis
dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus perselisihan untuk
keperluan pembuktian.

b. Unsur-unsur Perjanjian

Pada evolusi doktrin ilmu hukum, terdapat tiga elemen yang
dikenali dalam perjanjian *3:
1) Unsur esensialia
Unsur esensialia dalam suatu perjanjian mengacu pada
ketentuan tentang prestasi yang harus dipenuhi oleh satu atau kedua
belah pihak, yang menggambarkan sifat khusus dari perjanjian
tersebut dan membedakannya dari jenis perjanjian lainnya. Secara
umum, unsur esensial digunakan untuk memberikan penjelasan,
definisi, atau pemahaman tentang suatu perjanjian.
2) Unsur naturalia
Unsur naturalia ialah sesuatu yang pasti pada perjanjian
khusus, pasca diketahui unsur esensialianya dengan pasti.
3) Unsur aksidentalia
Unsur aksidentalia merupakan tambahan pada suatu
perjanjian di mana pihak-pihak dapat menetapkan ketentuan yang
berbeda dari yang biasanya.Syarat-syarat khusus yang diperlukan
ditetapkan bersamaan dari pihak - pihak. Karenanya, unsur ini

dasarnya bukan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak - pihak.

BKartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian,
(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), him. 85.

15



Intinya, tiga unsur pada perjanjian tersebut ialah manifestasi dari
prinsip kebebasan melakukan kontrak yang tertera dalam Pasal

1320 dan Pasal 1339 KUH Perdata.

C. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata berisi ketentuan tentang 4 syarat

sahnya perjanjian yaitu™*:

1)
2)
3)

4)

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
Suatu hal tertentu;

Suatu sebab yang halal.

Pasal diatas umumnya sering ditemukan karena menjelaskan
syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perjanjian.
Syarat-syarat ini mencakup ketentuan tentang pihak yang terlibat
dalam perjanjian, yang disebut sebagai syarat subjektif, serta
ketentuan mengenai isi perjanjian itu sendiri, yang dikenal sebagai
syarat objektif.

1) Kesepakatan
Kesepakatan yang dimaksud dalam regulasi ini ialah
keselarasan antara keinginan kedua belah pihak, yang terjadi
ketika penawaran dan penerimaan bertemu. Kesepakatan ini
bisa tercapai melalui bermacam cara, baik dengan tertulis

maupun dengan tidak tertulis. Disebutkan tidak tertulis, bukan

1% |bid., him. 86.
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lisan disebabkan perjanjian bisa saja terjadi melalui cara tak
tertulis dan juga tidak lisan. Namun, bahkan hanya dengan
menggunakan tanda-tanda ataupun cara lain yang tak secara
lisan™.

Arti dari sepakat ditafsirkan sebagai perkataan kehendak
yang mendapatkan persetujuan  (overeenstemende  wils
verklaring) dari pihak-pihak terkait. Perkataan pihak yang
memberikan penawaran disebut tawaran (offerte). Perkataan
dari pihak yang menyetujui tawaran yang diberikan disebut
akseptasi (acceptatie). Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan:
"Tidak ada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena
kekhilafan atau diperolehnyadengan paksaan dan penipuan”.

Pada saat terjadinya kesepakatan atau persetujuan, itu
harus dilakukan dengan kebebasan, yang berarti semua pihak
memiliki kebebasan untuk menentukan perjanjian dan dengan
siapa perjanjian tersebut dilakukan. Oleh karena itu, jika terjadi
kesalahan (dwaling), paksaan (dwang), atau penipuan (bedrog),
maka perjanjian tersebut secara otomatis batal menurut hukum,
karena adanya cacat kehendak (wilsgebrek), sehingga syarat

kesepakatan secara hukum dianggap tidak pernah ada.*®

1> Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung:Citra Aditya

Bakti, 2001), him.73.

'6Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang
BagiPara Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta:1BI, 1999), him.46.

17



2)

jika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak
setuju, maka perjanjian tersebut tidak sah. Seseorang tidak bisa
dipaksa untuk menyetujui. Setuju karena paksaan adalah
pertentangan dalam terminologi contradictio in terminis.
Adanya paksaan menunjukkan ketiadaan kesepakatan. Pilihan
yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah memberikan
opsi kepadanya, yaitu untuk menyetujui perjanjian yang
dimaksud atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian
tersebut, yang berarti transaksi yang diinginkan tidak dapat
dilakukan.

Kecakapan

Peraturan dari kecakapan pihak-pihak guna menyusun
suatu perjanjian tercantum pada pasal 1329 KUH Perdata
yakni: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-
perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakantidak
cakap.”

Kemudian pasal 1330 KUH Perdata tercantum bahwa
terdapat 3 Kkarektiristik orang yang tak cakap untuk
melaksanakan suatu tindakan hukum (handelingsonbekwaam)
pada saat membuat perjanjian (persetujuan) ialah:

a) Orang-orang yang belum dewasa;
b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

¢) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh
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undang- undang, dan pada umumnya semua orang kepada
siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-
perjanjian tertentu. Seseorang dikatakan belum dewasa
menurut pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang
belum mencapai usia 21 tahun atau di bawah usia tersebut,
namun sudah menikah. Dalam konteks hukum ini,
berdasarkan pada Pasal 47 dan 50 UU Nomor 1 Tahun
1974, kedewasaan seseorang ditetapkan bahwa anak tetap
berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali hingga
mencapai usia 18 tahun.*’

Setelah itu, Mahkamah Agung dalam Putusan
Nomor 447/Sip/1976 yang dikeluarkan pada tanggal 13
Oktober 1976 menyatakan bahwa sejak berlakunya UU
Nomor 1 Tahun 1974, batas usia seseorang berada di
bawah kekuasaan wali adalah 18 tahun, bukan 21
tahun. Usia memiliki dampak yang sangat penting
dalam menentukan apakah seseorang sudah memiliki
kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini
terkait dengan pembatalan perjanjian.

Seseorang yang telah dewasa bisa saja tidak

cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan

7). Satrio, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Bandung:Citra Aditya

Bakti,2001), him.13.
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diletakan di bawah pengampuan (curatele atau

conservatorship). Seseorang bisa diletakkan di bawah

pengampuan jika mereka mengalami gangguan jiwa,
dungu, kehilangan akal sehat, atau tidak memiliki
kemampuan untuk mengelola keuangan mereka sendiri.

Orang-orang seperti ini cenderung tidak mampu

menggunakan akal sehat mereka dan bisa berisiko

merugikan diri sendiri.*®
3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp) ialah syarat
sahnya perjanjian yang ketiga. Pasal 1333 KUH Perdata
menentukan bahwa suatu perjanjian wajib memiliki pokok
suatu benda (zaak) yang paling tidak dapat diidentifikasi
jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan
haruslah mengenai suatu hal tertentu (centainty of terms).
Seperti hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 499 dalam KUH Perdata menjelaskan bahwa
"zaak™ merujuk pada barang atau hak yang dapat dimiliki. Ini
berarti bahwa yang dapat diperjualbelikan tidak hanya barang
yang dimiliki secara fisik, tetapi juga hak atas suatu barang
yang bukan hak milik seseorang. Oleh karena itu, objek

perjanjian tidak hanya terbatas pada barang, tetapi juga

8v/ictor Purba, Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna 1980),
Program Pascasarjana, FH Ul, Jakarta, 2002, him.46.
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mencakup jasa. Objek perjanjian merupakan substansi dari
prestasi yang menjadi inti dari perjanjian tersebut. Prestasi
tersebut bisa berupa tindakan khusus, pemberian sesuatu,
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang pasti, ini bisa
mencakup hak-hak, layanan, barang-barang yang ada atau yang
akan ada, selama mereka dapat diidentifikasi. Jika setelah
perjanjian terbentuk, salah satu pihak tidak mampu untuk
melakukan prestasi, maka perjanjian tersebut dapat
dibatalkan.*®
4) Suatu sebab yang halal

Persyaratan keempat yang membuat suatu perjanjian sah
adalah adanya alasan yang legal atau kausa yang sah. Istilah
"kausa" diambil dari bahasa Belanda yang mengacu pada alas
hukum yang valid (oorzaak) atau bahasa Latin (causa), condong
mengacu dari isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Dalam
konteks perjanjian jual-beli, esensi dan motivasi atau kausa
perjanjiannya adalah ketika salah satu pihak menginginkan
kepemilikan atas suatu barang, sementara pihak lainnya
menginginkan penerimaan uang.

Dalam klausul perjanjian, suatu alasan yang sah harus
disusun sebagai motif yang sesuai agar substansi dari prestasi

yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum, norma-

19 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit., h. 81.
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norma moral, dan tatanan sosial umum. Syarat yang tertuang

bisa dilihat pada KUH Perdata pada pasal Pasal 1335: "Suatu

persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu
sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan"%.

a) Pasal 1336 : "Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tetapi
ada suatu sebabyang halal ataupun jika ada sesuatu sebab
yang laindaripada yang dinyatakan persetujuannya namun
demikian adalah sah"

b) Pasal 1337 : "Suatu sebab adalah terlarang, apabila
dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan
dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum®”

Kausa bisa disebut menjadi bersebrangan dengan
undang- undang, apabila kausa yang tertuang pada perjanjian
merujuk pada larangan dengan undang-undang. Sedangkan
guna menetapkan apakah sebuah kausa perjanjian bersebrangan
dengan kesusilaan (goede zeden) terbilang sulit, karena istilah
kesusilaan ini sangat tidak jelas dan isinya bisa berbeda - beda
antar daerah. Di sisi lain, penilaian orang pada kesusilaan dapat

pula berubah sesuai dengan perkembanganzaman?.

Berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan kausa

2 Sytan Remy Sjahdeini, loc. Cit.

?'Djohari Santoso dan Ahmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, FH UII, Jogjakarta, 1983,
him.78.
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merupakan isi atau tersebut dimana upaya guna memposisikan
perjanjian dibawah pengawasan hakim. Hakim bisa menguji
tujuan dari perjanjian itu dapat dijalankan dan perjanjian itu
bersebrangan terhadap undang - undang, ketertiban umum dan
kesusilaan (pasal 1335- 1337 KUH Perdata). Syarat pertama
dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena menyangkut
subyek yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Apabila
keduasyarat tersebut tak dipenuhi maka konsekuensi perjanjian
tersebut dapatdikatakan sebagai pembatalan secara subyektif
atau dapat dibatalkan (vernietighaar atau voidable).
Pembatalan ini dapat dimintakan oleh salah satu pihak atau
pihak ketiga kepada pihak lainnya (lawannya) baik secara
langsung maupunmelalui putusan pengadilan (melalui gugatan),
sebab tanpa dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut
secara hukum tetap sah dan mengikat para pihak.

Dalam hal ini KUH Perdata memberikan kelonggaran,
sepanjang tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian yang
dibuat oleh orang yangtidak cakap tetap sah berlakunya.
Menurut pasal 1331 KUH Perdata, jika seseorang membuat
perjanjian dengan orang lain yang menurut undang - undang
tidak cakap guna membuat perjanjian, maka perjanjian itu tetap
sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak

cakap.
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Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat
obyektif karena berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan,
apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman
perjanjian tersebut batal demi hukum (van rechtswege nietig
atau null and void). Dalam hal perjanjian itu dinyatakan batal
demi hukum, maka pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak
lainnya berdasarkan perjanjian itu hakim secara ex officio
wajib menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian
atau perikatan.*?

d. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang tercermin
dalam hukum yang berlaku atau dalam semua peraturan hukum tertulis
dan putusan hakim yang menandai sifat umum dari ketentuan konkret.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan
sistem terbuka, di mana semua pengaturan terkait hukum perjanjian
diberikan  kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk
menjalankan perjanjian, dengan syarat tetap mematuhi norma
ketertiban umum dan moral. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata
menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang - undang bagi pihak mereka yang membuatnya." Pasal
tersebut mencakup empat prinsip utama dalam perjanjian, yang

mencakup:

2 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,
2007), him. 4.
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1) Asas kebebasan berkontrak
2) Asas konsensualisme
3) Asas daya mengikat kontrak (pacta sunt servanda)

4) Asas itikad baik

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum
a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum tertuang pada Buku Il Kitab
Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUH Perdata dan
termasuk ke perikatan yang muncul dari undang - undang. Perbuatan
Melawan Hukum tertuang pada Pasal 1365 KUH Perdata yang
menyebutkan : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.®

Pasal 1365 KUHPerdata tidak secara tegas menjelaskan konsep
perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut hanya menegaskan tentang
situasi di mana seseorang menderita kerugian akibat tindakan melawan
hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya, maka individu
tersebut dapatmengajukan kompensasi atas kerugian yang dideritanya

kepada Pengadilan Negeri. Jadi, Pasal tersebut tidak memperinci

tentang onrechtmatige daad, tetapi memberikan ketentuan-ketentuan

% M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta:Pradnya Paramitha,
2010), him.18.
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untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum?®*,

Dalam bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum dapat
disebut juga dengan onrechmatige daad dan pada bahasa Inggris
disebut “fort”. ’tort” berasal dari kata latin ’torquere” / “tortus” pada
bahasa Perancis, seperti kata “wrong” berasal dari kata Perancis
“wrung” yang berarti kesalahan ataukerugian (injury).

Istilah “fort” berevolusi sehingga merujuk pada kesalahan
perdata yang tidak terkait dengan pelanggaran kontrak. Dengan
demikian, konsep tersebut mirip dengan disebutonrechmatige daad
perbuatan melawan hukum dalam hukum Belanda atau di negara-
negara Eropa Kontinental lainnya.

R. Wirjono Projodikoro menyebutkan, yang dimaksud dengan
perbuatanmelawan hukum adalah Perbuatan melawan hukum diartikan
sebagai sikap melanggar hukum vyaitu bahwa sikap ini berdampak
kegoncangan pada neraca keseimbangna dari masyarakat. Lebih lanjut
beliau mengatakan, bahwa kata “onrechtmatige daad” diartikan secara
luas.

Berbagai makna lain yang pernah diberikan terhadap
perbuatanmelawan hukum adalah sebagai berikut® :

1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari

kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang

2 Budi Untung, Hukum Dan Etika Bisnis, (Yogyakarta:Andi Offset, 2012), him.
45,

2 Munir Fuady, Hukum Kontrak dari sudut pandang hukum bisnis, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1999), him. 4.
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menerbitkanhak untuk meminta ganti rugi.

2) Suatu aksi atau tidak berkasi sesuatu yang berdampak adanya
kerugian untuk orang lain tanpa adanya suatu hubungan hukum
sebelumnya, yang mana sikap atau tidak bersikap tersebut, baik
merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan
suatu kecelakaan.

3) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum,
kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya,
dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat

4) Suatu kesalahan perdata (civil wrong) dimana suatu ganti
kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi
terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust
ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.

5) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap
kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang
merugikan hak-hak orang lain yang dibuat oleh hukum yang tidak
terbit dari hubungan kontraktual

6) Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara
bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang
diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat
dituntut oleh pihak yang dirugikan.?

b. Syarat dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum

% Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bakti,
2000), him. 4.
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Pada Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan yang
bertentangan dengan hukum semestinya memiliki unsur — unsur seperti:
1) Adanya suatu perbuatan
2) Perbuatan tersebut melawan hukum
3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4) Adanya kerugian bagi korban
5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
6) Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau
keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Berikut ini
penjelasan bagi masing- masing unsur dari perbuatanmelawan
hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:
1) Adanya Suatu Perbuatan
Kata perbuatan mencakup perbuatan positif, dimana
bahasa aslinya“daad” (Pasal 1365 KUHPerdata) dan perbuatan
negatif, pada bahasa aslinya bahasa Belanda “nalatigheid”
(kelalaian) atau “onvoorzigtigheid” (kurang hati—hati) sama
halnya dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Maka, Pasal 1365
KUH Perdata diperuntukkan guna masyarakat yang sebenarnya
berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata bertujuan guna
orang yang tak berbuat. Pelanggaran dua Pasal tersebut
memiliki akibat hukum yang setara, ialah ganti rugi.
Perbuatan merupakan perbuatan yang nampak secara

aktif, juga masuk dalam perbuatan yang nampak secara tidak
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aktif artinya tidak nampak adanya suatu perbuatan. Namun,
sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan
akan tindakan yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan.*’
Sebuah perbuatan melawan hukum diawali dari suatu
perbuatan bersumber dari pelakunya. Umumnya, dianggap
bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat
sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuatsesuatu (dalam
arti pasif). Oleh karenanya, pada perbuatan melawan hukum,
tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada
juga unsur “causa yang diperbolehkan” seperti yang tercantum
pada perjanjian.
2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
Perbuatan yang dilakukan ini semestinya melawan
hukum. Sejaktahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan
pada arti yang seluas - luasnya, ialah mencakup berbagai hal,
seperti:
a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
atau
c) Perbuatan yang bersebrangan dari kewajiban hukum si
pelaku

d) Perbuatan yang bersebrangan dengan kesusilaan (geode

2" Achmad Ichsan, Hukum Perdata, (Jakarta:Pembimbing Masa, 1969), him. 250.
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zeden),

e) Perbuatan yang berlawanan dengan sikap yang baik dalam
bermasyarakat untuk berfokus pada kepentingan orang lain
(indruist  tegende  zorgvuldigheid, welke in  het
maatschaappelojk verkeer betaamt ten aanzien van anders

person of goed)

3) Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar bisa dijerat Pasal 1365 KUH Perdata terkait
Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang - undang dan
yurisprudensi mensyaratkanagar pada pelaku semestinya
memiliki unsur kesalahan (schuldelment) dalam melaksanakan
perbuatan tersebut.?®

Kesalahan subjektif merupakan melihat pada orang yang
melakukan  perbuatan, apakah menurut hukum bisa
dipertanggungjawabkan. Sedangkan kesalahan pada arti
objektif adalah seseorang dianggap bersikap melawan hukum
disebabkan berbuat salah, apabila ia bertindak daripada
seharusnya dilakukan oleh orang — orang di keadaan itu dalam
kehidupan bermasyarakat.

Sebab itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict
liability) tidak termasuk tangung jawab. Berdasar kepada Pasal

1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu

2 1bid., him. 51.

30



diberlakukannya tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut

(strict liability), hal ini tidaklah dilandaskan atas Pasal 1365

KUH Perdata, tetapi dilandaskan pada undang-undang lain.?

Hal ini dikarenakan Pasal 1365 KUH Perdata
mensyaratkan adanya unsur ‘“kesalahan” (schuld) pada suatu
perbuatan melawan hukum, maka harus diketahui cakupan dari
unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakandianggap mata hukum
mengandung unsur kesalahan. Sehingga mampu dimintakan
pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi unsur —
unsursebagai berikut:

a) Adaunsur kesengajaan, atau

b) Adaunsur kelalaian (negligence, culpa)

c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht
vaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela
diri, tidak waras dan lainnya.

4) Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (schade) untuk korban juga salah satu
syarat supaya gugatan berlandaskan Pasal 1365 KUH Perdata
dapat diberlakukan. Tidak sama dengan kerugian wanprestasi
yang hanya mengenal kerugian materil. Sebab itu, kerugian

karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil,

2ydikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum  Oleh Pemerintah,
(Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2014), him. 46.
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yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang
juga akan dinilai dengan uang®.
5) Adanya Hubungan Kausal

Sikap yang dilakukan dengan kerugianyang terjadi juga
salah satu syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.
Hubungan kausal ini dapat tergambar pada kalimat perbuatan
yang karena kesalahaannya menunjukkan kerugian. Kerugian
ini dengan dasar adanya perbuatan, atau kerugiaan itu
merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di
sini, apakahkerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh
manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika diantara
kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab
akibat), maka sudah pasti dapat dikatakanbahwa setiap
kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatanAdanya
Perbuatan yang bersebrangan dengan sikap hati — hati atau
keharusan pada pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati — hatian
atau keharusan di pergaulan masyarakat yang baik ini atau
yang istilahnya zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu
Perbuatan Melawan Hukum. Sebab itu, jika seseorang
melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara

melanggar pasal - pasal dari hukum tertulis, memungkinkan

*Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi),Rajawali Press, Jakarta,
2014, Yogyakarta, him. 51.
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masih bisa dijerat dengan Perbuatan Melawan Hukum, karena
tindakannya bertentangan dengan prinsip ataupun sikap kehati

- hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.**

%Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UlIPress,
Yogyakarta, him. 51.
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c. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum
Sebab dari adanya Perbuatan Melawan Hukum ialah munculnya
kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang -
orang yang dibebankan oleh hukum guna mengganti kerugian tersebut.

Dari segiyuridis konsep ganti rugi pada hukum dikenal dalam 2 (dua)

bidanghukum, seperti:

1. Konsep ganti karena wanprestasi kontrak.

2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang
termasukganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Bentuk
ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yangdikenal oleh
hukum adalah sebagai berikut:

a) Ganti Rugi Nominal

Jika terdapat perbuatan melawan hukum yang serius,
sepertiperbuatan yang memiliki unsur sengaja, namun tidak
menimbulkan kerugian yang riil untuk korban. Maka, kepada korban
bisa diberikan sejumlah uang sesuai dengan rasa keadilan tanpa
menghitungberapa sebenarnya kerugian tersebut. Hal ini dapat
diartikan dengan ganti ruginominal.*

b) Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (compensatory damages) Vaitu
pembayaran untuk korban atas dan sebesar kerugianyang

sebenarnya sudah dialami oleh pihak korban pada suatu perbuatan

%2 |bid, him. 53
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melawan hukum. Maka, hal ini dikenal juga dengan gantirugi
aktual. Contohnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan
oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan.
Termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik
dan lainnya.

¢) Ganti Rugi Penghukuman®

Ganti rugi penghukuman (punitive damages) ialah suatu
ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian
yang aktual. Besarnya jumlah ganti rugi ini diartikan sebagai
hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak
diterapkan u n t u k kasus - kasus kesenggajaan yang berat atau
sadis.

Maka dari itu, ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan
Hukum tidak dituangkan pada KUH Perdata, maka implementasi
metode penemuan hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan
metode penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum
oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang bertugas
menjalankan hukum terhadap peristiwa-perisitiwa hukum konkrit.*
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kerugian dan ganti
rugi, pada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan

dua pendekatan sebagai berikut:

3SF Marbun, Peradilan Administrasi & Upaya Administrasi Indonesia, Op. cit, him. 308.
%*Frans Magnis Suseno, Etika Dasar (Masalah-Masalah pokok filsafat moral),
Kanisius, Yogyakarta, 1987, him. 26.
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d) Ganti Rugi Umum

Pengertian dari ganti rugi umum pada hal ini merupakan
gantirugi yang berjalan untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus
wanprestasi  kontrak, ataupun kasus yang berkaitan dengan
perikatan lainnya, termasuk perbuatan melawan hukum.

Ketentuan ganti rugi secara umum ini oleh KUH Perdata
dalam bagiankeempat buku ketiga, berawal dari Pasal 1243 hingga
Pasal 1252. Pada hal ini terkait ganti rugi tersebut, KUH Perdata
secara konsisten untukhal ganti rugi digunakan istilah:

1. Biaya
Pengertian biaya ialah setiap cost atau uang atau apapun
yang dapat dinilai dengan uang dan telah dikeluarkan secara
nyataoleh pihak yang dirugikan.®
2. Rugi
Rugi atau kerugian merupakan berkurang (merosotnya)
suatu nilai kekayaan sebagai sebab dengan adanya suatu
peristiwa perbuatan melawan hukum.
3. Bunga
Bunga adalah suatu laba yang seharusnya didapat, tetapi
tidak jadi disebabkan terdapat suatu perbuatan melawan hukum.
Penjelasan bunga tertuang pada Pasal 1243 KUH Perdata lebih

luas dari pengertianbunga di keseharian istilah yang berarti

*Frans Magnis Suseno, dikutip dari Muhammad Erwin, Filsafat Hukum (Refleksi Kritis
Terhadap Hukum), Rajawali Press, Jakarta, 2012, him. 259.
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bunga uang, yang hanya diatur dengan presentase dari hutang
pokoknya.
e) Ganti rugi khusus
KUH Perdata juga mengatur ganti rugi khusus yaitu ganti
rugikhusus pada kerugian yang muncul dari perikatan - perikatan
tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang timbul dari suatu

Perbuatan Melawan Hukum. Selain dari bentuk ganti rugi dalam

bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian

ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Ganti Rugi untuk semua Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365
KUHPerdata). Artinya, Perbuatan Melawan Hukum berlandaskan
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah
“Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh
seseorang yang karena salahnya telahmenimbulkan kerugian bagi
orang lain”. Orang yang melakukan PerbuatanMelawan Hukum
berkewajiban untuk mengganti kerugian terhadaporang yang
merugi.

2. Ganti Rugi guna perbuatan yang dilakukan oleh orang lain
(Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata). Seorang subjek
perbuatan melanggar hukum bisa memiliki suatu kedudukan
tertentu di masyarakat sedemikian rupa, sehingga dirasakan
adil atau patut. Bahwa disamping orang itu, atau dengan

menyampingkan orang itu, semestinya ada seorang lain yang
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juga dipertanggungjawabkan.

Alasannya terdapat pada dua macam sifat perhubungan
hukum antara seorang subjek perbuatan melanggar hukum dan
orang lain itu. Yaitu yang pertama sifat pengawasan atas seorang
subjek itu, yang diletakkan ataspundak orang lain dan sifat yang
kedua sifat pemberian kuasa oleh orang lain kepada subjek itu guna
menarik orang lain ke resiko perekonomian dari perbuatan
melanggar hukum.

Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan “Setiap Orang
bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian
atau kurang hati-hatinya”. Pasal 1367 berbunyi : Seseorang tidak
hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang
disebabkan perbuatan- perbuatan orang-orang Yyang menjadi
tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di
bawah pengawasannya.*’

3. Teori Pertanggung Jawaban
Pert